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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab II

diatas, maka diperoleh jawaban dan analisis atas permasalahan yang dapat

disimpulkan dibawah ini:

1. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam Undang-undang No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum
mendapatkan perhatian secara optimal, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan
hukum terhadap hak atas pelaku tindak pidana cukup terakomodasi dengan baik.

2. Keterbatasan pengaturan KUHAP mengenai korban tindak pidana maka lahir
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta
dibentuknya Lembaga Perlindungan saksi dan Korban memberikan angin segar
bagi upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Adanya upaya
perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dimaksudkan untuk
memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi sesuai dengan ketentuan
undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk
memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan

pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan dalam
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rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan korban. Tentunya
dalam memberikan perlindungan sesuai tugas dan kewenangannya LPSK
mengalami beberapa kendala yaitu administratif- fasilitatif dan substantif.
Namun kendala-kendala tersebut telah diminalisir oleh LPSK dengan membuat

program strategis.

B. Saran

Melihat kepentingan korban tindak pidana yang tidak seimbang dengan
kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang
dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara pidana, maka penulis menyarankan agar Undang-undang No 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana perlu direvisi dan
dimasukkanya aspek-aspek viktimologi dalam prinsip-prinsip pengaturanya. Agar
pengaturan mengenai kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan
kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Sehingga dengan
demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang akan datang (ius
constituendum) akan ada pergeseran prespektif dari retributif of justice yang bersifat
offender oriented ke sistem restoratif of justice yang bersifat victim oriented, sesuai
dengan filsafat hukum Pancasila ynag menganut prinsip pengayoman dan
keseimbangan untuk semua pihak yang artinya bahwa setiap anggota mayrakat
pencari keadilan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality

before the law).
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Eddyoiio, S.H di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berjudul * Kepentingan

Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penyusunan
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